
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Belitung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur 2007 Nomor 66);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2010 Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2011 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4

(6) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
secara triwulanan dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Pajak Hotel Sampai dengan Triwulan I 15%

Sampai dengan Triwulan II 42,5%

Sampai dengan Triwulan III 70%

Sampai dengan Triwulan IV 100%



b. Pajak Restoran Sampai dengan Triwulan I 20,65%

Sampai dengan Triwulan II 46,01%

Sampai dengan Triwulan III 73,19%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

c. Pajak Hiburan Sampai dengan Triwulan I 13,97%

Sampai dengan Triwulan II 40,56%

Sampai dengan Triwulan III 60,75%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

d. Pajak Reklame Sampai dengan Triwulan I 30,16%

Sampai dengan Triwulan II 52,64%

Sampai dengan Triwulan III 76,43%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

e. Pajak Penerangan Jalan Sampai dengan Triwulan I 23,31%

Sampai dengan Triwulan II 50,05%

Sampai dengan Triwulan III 76,69%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

f. Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan

Sampai dengan Triwulan I 22,06%

Sampai dengan Triwulan II 46,55%

Sampai dengan Triwulan III 73,61%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

g. Pajak Parkir Sampai dengan Triwulan I 25%

Sampai dengan Triwulan II 50%

Sampai dengan Triwulan III 75%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

h. Pajak Air Tanah Sampai dengan Triwulan I 22,5%

Sampai dengan Triwulan II 45%

Sampai dengan Triwulan III 67,5%

Sampai dengan Triwulan IV 100%

i. Pajak Sarang Burung
Walet

Sampai dengan Triwulan I 0%

Sampai dengan Triwulan II 63,96%

Sampai dengan Triwulan III 100%

Sampai dengan Triwulan IV 0%

j. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan

Sampai dengan Triwulan I 5%

Sampai dengan Triwulan II 35%

Sampai dengan Triwulan III 65%

Sampai dengan Triwulan IV 100%



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

M. UMAR HASAN
Pembina Tingkat I/(IV/b)

NIP. 19521217 197412 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 27


